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KATA PENGANTAR 
 

 

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul Hukum 

Pertambangan Indonesia: Teori, Regulasi, dan Dinamika 

Pengelolaannya ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini hadir di 

tengah kebutuhan mendesak akan literatur komprehensif yang tidak 

hanya membahas aspek normatif hukum pertambangan, tetapi juga 

menggali dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang 

mengitarinya. 

Sektor pertambangan di Indonesia memiliki posisi strategis 

dalam pembangunan nasional. Di satu sisi, kekayaan sumber daya 

alam mineral dan batubara merupakan modal dasar sekaligus berkah 

yang harus dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat 

sebagaimana diamanatkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di sisi lain, pengelolaan 

pertambangan seringkali memunculkan ketegangan antara 

kepentingan investasi, kelestarian lingkungan, dan hak-hak 

masyarakat adat atau lokal. Kompleksitas inilah yang mendorong 

penulis untuk menyusun buku ini sebagai ikhtiar memahami sekaligus 

menawarkan perspektif kritis terhadap tata kelola pertambangan di 

tanah air. 

Buku ini disusun dalam beberapa bab yang sistematis. Bagian 

awal memaparkan fondasi teoretis hukum pertambangan, termasuk 

konsep hak menguasai negara, kewenangan perizinan, serta prinsip-

prinsip hukum lingkungan dalam pertambangan. Selanjutnya, 

pembahasan diperdalam pada aspek regulasi, mulai dari Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara hingga perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2020, termasuk perbandingan kebijakan di era desentralisasi 

dan sentralisasi kewenangan. Bagian akhir buku mengulas dinamika 

kontemporer seperti pertambangan ilegal, konflik agraria, 

pertambangan di kawasan hutan, serta tantangan penerapan 

prinsip good mining practice dan transisi energi. 
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Semoga buku ini dapat memberikan manfaat, menambah 

khazanah ilmu pengetahuan di bidang hukum pertambangan, serta 

menjadi referensi yang andal bagi mahasiswa, dosen, peneliti, praktisi, 

dan masyarakat luas yang peduli terhadap pengelolaan sumber daya 

alam Indonesia. 
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Pendahuluan 

Pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia secara 

konstitusional berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan 

penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. Amanat konstitusional tersebut menjadi dasar pembentukan 

rezim hukum pertambangan nasional yang diatur secara khusus 

melalui Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara telah mengalami beberapa kali perubahan 

sebagai respons terhadap dinamika pengelolaan sumber daya alam, 

kebutuhan investasi, serta tuntutan tata kelola pertambangan yang 

berkelanjutan. Perkembangan terbaru ditandai dengan 

diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai 

Perubahan Keempat, yang mempertegas peran negara dalam 

penguasaan, pengelolaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan 

mineral dan batubara. Perubahan ini mencerminkan upaya 

pembaruan hukum pertambangan agar lebih adaptif terhadap 

tantangan lingkungan, kepastian hukum, serta keadilan bagi 

masyarakat (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). 

Pembaharuan hukum pertambangan mineral dan batu bara di 

Indonesia merupakan salah satu upaya yang sangat penting dalam 

rangka mencapai keadilan dan kepastian hukum yang berkelanjutan 

untuk masyarakat. Mengingat bahwa sumber daya mineral dan 

batubara merupakan aset strategis nasional yang berperan penting 

dalam perekonomian negara, maka pengelolaannya harus dilakukan 

dengan prinsip keadilan dan berkelanjutan. Hal ini penting tidak 

hanya untuk menjamin kesejahteraan generasi saat ini, tetapi juga 

untuk memastikan bahwa sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh 

generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dalam 

pembaharuan hukum pertambangan adalah adanya kepastian hukum. 
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Kepastian hukum ini diperlukan agar para pelaku usaha di sektor 

pertambangan dapat beroperasi dengan jelas dan tidak dibayangi oleh 

ketidakpastian peraturan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan 

perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, telah 

menegaskan berbagai ketentuan yang memberikan kepastian hukum 

bagi investor. Di antaranya adalah pengaturan mengenai jangka waktu 

izin usaha pertambangan, hak dan kewajiban pemegang izin, serta 

mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih jelas (Swari & Cahyani, 

2022). Kepastian hukum ini diharapkan dapat meningkatkan minat 

investasi di sektor pertambangan sekaligus menjamin bahwa 

pengelolaan sumber daya alam dilakukan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku (Widyaningrum & Hamidi, 2024). 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara, prinsip penguasaan negara kembali ditegaskan 

sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 4 (pasal tersebut tidak 

diubah oleh UU Nomor 2 Tahun 2025) yang menyatakan bahwa 

mineral dan batubara sebagai sumber daya alam yang tidak 

terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara. 

Negara diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola 

pengusahaan mineral dan batubara melalui kebijakan, pengaturan, 

pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Ketentuan ini 

menempatkan hukum pertambangan sebagai instrumen utama dalam 

menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya pertambangan selaras 

dengan kepentingan nasional (Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2020 jo. UU No. 

2 Tahun 2025). 

Perubahan keempat Undang-Undang Minerba juga menegaskan 

penguatan peran pemerintah pusat dalam penyelenggaraan 

pertambangan, khususnya terkait dengan perizinan berusaha, 

pembinaan, dan pengawasan. Penegasan kewenangan tersebut 

dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, mengurangi 

tumpang tindih kewenangan, serta meningkatkan efektivitas 

pengendalian kegiatan pertambangan. Di sisi lain, Undang-Undang ini 

tetap mengakomodasi kepentingan masyarakat melalui pengaturan 

pertambangan rakyat dan kewajiban perlindungan lingkungan hidup. 
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Transformasi Teoretis Hak Menguasai Negara (HMN) atas 

Sumber Daya Agraria 

Terjadi evolusi tafsir Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, dari konsepsi 

kepemilikan formal menuju mandat publik yang mewajibkan negara 

melakukan fungsi pengaturan, pengurusan, kebijakan, pengelolaan, 

dan pengawasan. Doktrin public trust secara normatif dirancang 

untuk mencegah monopoli privat dan komodifikasi eksklusif atas 

sumber daya yang bersifat “commons,” tetapi efektivitas riilnya sangat 

bergantung pada desain konstitusional, perundang-undangan, dan 

keberanian peradilan di tiap negara. 

Sejak awal di AS, public trust berfungsi sebagai doktrin 

antimonopoli yang mencegah “irreversible commitments” SDA kepada 

monopoli privat, terutama perairan dan sumber daya publik lainnya 

(Blumm & Paulsen, 2016; Blumm & Wood, 2013). Negara diposisikan 

sebagai trustee yang wajib menjaga SDA untuk kepentingan publik 

kini dan generasi mendatang; hak privat atas trust resources pada 

dasarnya hanya bersifat usufruct dan dapat ditarik bila bertentangan 

dengan kepentingan publik (Brewer & Libecap, 2009). Putusan klasik 

seperti Illinois Central dan Mono Lake menunjukkan bahwa pengadilan 

bisa membatalkan atau menyesuaikan hak pengusahaan air oleh 

korporasi ketika menimbulkan kerusakan ekologi atau menghambat 

akses publik (Ryan, 2020; Brewer & Libecap, 2009; Cantor, 2016). 

 

Tabel 2.1: Potensi dan Batas Doktrin Public Trust Terhadap 

Komodifikasi SDA 

Aspek Kekuatan PTD Keterbatasan Praktis 

Mencegah 
monopoli SDA 

Melarang privatisasi & 
monopoli permanen atas 
air, pantai, hutan, 
atmosfer 

Sering berbenturan 
dengan rezim hak privat 
& prior appropriation 

Memperluas 
lingkup SDA 

Perluasan ke ekosistem, 
jasa ekosistem, iklim 

Bergantung kreativitas 
hakim; dapat dipersempit 

Kontrol terhadap 
privatisasi 

Uji “no substantial 
impairment” sebelum 
privatisasi sah 

Butuh peradilan yang 
independen & akses 
gugatan publik 

Sumber: Ryan, 2020; Blumm & Paulsen, 2016; Brewer & Libecap, 
2009; Cantor, 2016; Sagarin & Turnipseed, 2012; Ryan, 2022; 

Orangias, 2021; Scanlan, 2018; Dernbach, 2020 
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PTD digunakan untuk melawan eksploitasi SDA yang 

mengorbankan komunitas lokal di Nigeria, India, Filipina, Kenya, 

Uganda, dsb., dengan membuka ruang gugatan warga terhadap 

pemerintah dan korporasi (Oakes, 2018; Brown & Woha, 2020; 

Scanlan, 2018; Halm, 2022). Di Indonesia, sejumlah penulis menilai 

asas “dikuasai oleh negara” dalam UUD 1945 Pasal 33(3) dapat 

dikonvergensikan dengan PTD untuk mengoreksi regulasi yang 

mendorong eksploitasi tak berkelanjutan (Hapsari et al., 2022). 

Namun, analisis ekonomi menunjukkan PTD bisa mahal dan litigatif, 

sehingga sering kali penerapannya lebih sempit daripada yang 

diidealkan para pendukung (Brewer & Libecap, 2009). Secara 

konseptual, doktrin public trust memberi kerangka kuat untuk 

membentengi SDA dari komodifikasi eksklusif korporasi dengan 

mencegah monopoli, memperkuat kewajiban negara, dan membuka 

akses gugatan publik. Namun, daya bentengnya sangat ditentukan 

oleh politik hukum nasional, keberanian peradilan, dan kemampuan 

masyarakat sipil memanfaatkannya secara konsisten. 

Secara perspektif Hukum Tata Negara, mandat “sebesar-besar 

kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 UUD 1945 dapat menjadi dasar 

untuk menggugat kebijakan pertambangan apabila kebijakan tersebut 

nyata-nyata melahirkan ketimpangan dan mengabaikan prinsip 

keadilan sosial. Pasal 33 ayat (3) menegaskan penguasaan SDA oleh 

negara untuk kemakmuran rakyat, bukan sekadar penerimaan fiskal 

atau pertumbuhan PDB (Heriyanti, 2019; Nugroho et al., 2019; 

Fakhrurrozi et al., 2025; Sanusi, 2020). Dalam perspektif HTN, negara 

bukan hanya penguasa, tetapi pelindung dan pengayom kepentingan 

rakyat, termasuk mencegah konsentrasi penguasaan SDA oleh 

segelintir kelompok atau korporasi (Heriyanti, 2019; Fakhrurrozi et 

al., 2025; Sanusi, 2020). UUPA dan rezim pertambangan dipahami 

sebagai instrumen untuk pemerataan ekonomi dan pencegahan 

penguasaan SDA oleh kelompok terbatas (Heriyanti, 2019; Nugroho et 

al., 2019; Fakhrurrozi et al., 2025). 

Secara normatif, kebijakan pertambangan berpotensi dianggap 

bertentangan dengan Pasal 33 bila pertama, mengutamakan 

kepentingan korporasi/investor dan menjadikan hukum sekadar alat 

pembenar kebijakan ekonomi, sehingga aspek keadilan lingkungan 
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Sekilas Sejarah Perkembangan Hukum Pertambangan 

Sejarah perkembangan hukum pertambangan merupakan bagian 

penting dalam memahami bagaimana negara mengatur pengelolaan 

sumber daya alam demi kepentingan masyarakat. Pertambangan 

tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh 

dimensi sosial, lingkungan, dan politik. Oleh karena itu, pembentukan 

dan perkembangan hukum pertambangan selalu dipengaruhi oleh 

dinamika kebutuhan pembangunan, perubahan sistem pemerintahan, 

serta tuntutan perlindungan terhadap lingkungan hidup. 

Pada masa kolonial, pengaturan pertambangan di Indonesia 

didasarkan pada kepentingan pemerintah Belanda dalam 

mengeksploitasi sumber daya alam. Regulasi yang diterapkan saat itu 

lebih berorientasi pada kepentingan ekonomi penjajah, tanpa 

memperhatikan kesejahteraan masyarakat lokal. Sistem hukum 

pertambangan kolonial menempatkan negara kolonial sebagai 

pemegang kekuasaan utama atas sumber daya alam, sementara rakyat 

pribumi hanya menjadi tenaga kerja dalam kegiatan eksploitasi 

tersebut. 

Setelah Indonesia merdeka, paradigma hukum pertambangan 

mengalami perubahan yang signifikan. Negara mulai menempatkan 

sumber daya alam sebagai kekayaan nasional yang harus dikelola 

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan 

amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan 

digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Prinsip ini menjadi dasar 

filosofis dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-

undangan di bidang pertambangan. 

Perkembangan hukum pertambangan pada masa awal 

kemerdekaan ditandai dengan upaya nasionalisasi perusahaan-

perusahaan asing dan penguatan peran negara dalam pengelolaan 

tambang. Pemerintah mulai menyusun regulasi yang memberikan 

kewenangan kepada negara untuk mengatur perizinan, pengawasan, 

dan pengelolaan hasil tambang. Langkah ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa kegiatan pertambangan memberikan manfaat 

nyata bagi pembangunan nasional. 
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Memasuki era pembangunan dan industrialisasi, hukum 

pertambangan semakin berkembang mengikuti tuntutan ekonomi 

global. Pemerintah membuka peluang bagi investasi asing dan swasta 

melalui sistem kontrak karya dan perjanjian kerja sama. Di sisi lain, 

regulasi juga mulai memperhatikan aspek lingkungan dan tanggung 

jawab sosial perusahaan, sebagai respons terhadap dampak negatif 

kegiatan pertambangan terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. 

Pada era reformasi, hukum pertambangan mengalami 

pembaruan yang lebih komprehensif. Prinsip transparansi, partisipasi 

publik, dan desentralisasi mulai diakomodasi dalam pengelolaan 

sumber daya mineral dan batubara. Pemerintah daerah diberi 

kewenangan lebih besar dalam pemberian izin dan pengawasan, 

meskipun tetap berada dalam kerangka kebijakan nasional. 

Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta 

pemerataan manfaat pertambangan. 

Selain itu, perkembangan hukum pertambangan juga dipengaruhi 

oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan 

lingkungan hidup. Regulasi modern menekankan kewajiban 

reklamasi, pascatambang, dan pengelolaan limbah sebagai bagian dari 

tanggung jawab hukum perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa 

hukum pertambangan tidak lagi hanya berorientasi pada eksploitasi, 

tetapi juga pada keberlanjutan sumber daya alam. 

Secara keseluruhan, sejarah perkembangan hukum 

pertambangan mencerminkan perjalanan bangsa dalam mengelola 

kekayaan alamnya. Dari sistem kolonial yang eksploitatif, menuju 

sistem nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, hingga 

sistem modern yang menekankan prinsip keberlanjutan dan keadilan. 

Pemahaman terhadap sejarah ini menjadi penting sebagai dasar 

evaluasi dan perbaikan kebijakan pertambangan di masa depan. 

 

Masa Kolonial: Awal Pengaturan Hukum Pertambangan di 

Indonesia 

Pada masa kolonial, pengaturan hukum pertambangan di Indonesia 

mulai dibentuk secara sistematis oleh pemerintah Hindia Belanda 

dengan tujuan utama untuk mendukung kepentingan ekonomi 
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kolonial. Kekayaan alam Indonesia, terutama mineral dan hasil 

tambang, dipandang sebagai sumber keuntungan besar bagi 

pemerintah penjajah. Oleh karena itu, berbagai kebijakan dan regulasi 

dibuat untuk mempermudah eksploitasi sumber daya alam tanpa 

mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat pribumi. Hukum 

pertambangan pada periode ini lebih berorientasi pada kepentingan 

modal asing dan kekuasaan kolonial. 

Salah satu peraturan penting pada masa kolonial adalah Indische 

Mijnwet 1899, yang menjadi dasar hukum pengelolaan pertambangan 

di Hindia Belanda. Undang-undang ini memberikan kewenangan 

penuh kepada pemerintah kolonial untuk mengatur, memberikan 

konsesi, dan mengawasi kegiatan pertambangan. Melalui sistem 

konsesi, perusahaan-perusahaan asing diberi hak untuk mengelola 

wilayah pertambangan dalam jangka waktu tertentu, sementara 

masyarakat lokal hanya berperan sebagai tenaga kerja tanpa hak 

pengelolaan. 

Dalam praktiknya, sistem hukum pertambangan kolonial 

menciptakan ketimpangan dalam penguasaan sumber daya alam. 

Negara kolonial dan perusahaan asing menjadi pihak yang paling 

diuntungkan, sedangkan masyarakat pribumi sering kali mengalami 

marginalisasi dan kehilangan akses terhadap wilayah adat mereka. 

Selain itu, aspek perlindungan lingkungan hampir tidak mendapat 

perhatian, sehingga banyak kegiatan pertambangan menyebabkan 

kerusakan alam yang berkepanjangan. 

Meskipun bersifat eksploitatif, sistem hukum pertambangan 

kolonial juga meninggalkan warisan administratif dan kelembagaan 

yang berpengaruh terhadap perkembangan hukum pertambangan di 

masa berikutnya. Beberapa konsep perizinan, pengelolaan wilayah 

tambang, serta pengawasan teknis masih digunakan sebagai dasar 

dalam pembentukan regulasi nasional setelah Indonesia merdeka. 

Namun, paradigma pengelolaannya kemudian diarahkan untuk 

kepentingan bangsa dan negara. 

Dengan demikian, masa kolonial merupakan fase awal 

pembentukan hukum pertambangan di Indonesia yang bercirikan 

dominasi kepentingan penjajah, eksploitasi sumber daya alam, dan 

minimnya perlindungan terhadap rakyat. Pemahaman terhadap 
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Dimensi “Hak” dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam 

Tidak semua negara diberikan karunia sumber daya alam (selanjutnya 

disingkat “SDA”) dengan jumlah yang sangat melimpah seperti yang 

dimiliki Indonesia hingga saat ini, baik SDA terbarukan (renewable 

resources) maupun SDA tak terbarukan (unrenewable resources). 

Berdasarkan laporan International Energy Agency (IEA) pada tahun 

2023 mengenai produksi pertambangan global, Indonesia 

ditempatkan sebagai produsen nikel terbesar di dunia, dengan 

kontribusi mendekati setengah dari total pasokan global. Temuan 

tersebut sejalan dengan data United States Geological Survey (USGS) 

di tahun 2024 yang mencatat produksi nikel Indonesia mencapai 

sekitar 55 juta ton. Pada tahun yang sama, USGS menempatkan 

Indonesia pada peringkat keenam dunia dalam hal cadangan emas, 

sekitar 2.600 ton, dengan tingkat produksi mencapai 110 metrik ton. 

Di luar nikel dan emas, Indonesia juga memiliki beragam mineral 

logam lain yang berperan penting sebagai SDA unggulan yang bersifat 

strategis, meliputi bauksit, besi, perak, timah, tembaga, dan masih 

banyak lagi. Data Badan Geologi Kementerian ESDM per Desember 

2018 juga menunjukkan potensi SDA pertambangan yang melimpah. 

Misalnya bauksit sebesar 3.301,33 juta ton bijih, besi 12.079,45 juta 

ton bijih, perak 6.433,01 juta ton bijih, timah 3.878,29 juta ton bijih, 

serta tembaga mencapai 12.468,35 juta ton bijih. 

Data yang disebutkan di atas sesungguhnya masih mencakup 

aspek kecil dari komoditas SDA yang dimiliki Indonesia seluruhnya, 

dan sebagian kecil dari SDA pertambangan yang berhasil dieksplor. 

Data itu belum termasuk migas, yang berdasarkan data BP Statistical 

Review di tahun 2022 menempatkan Indonesia sebagai salah satu 

negara penghasil minyak bumi (petroleum atau crude oil) terbesar di 

dunia dengan total produksi per hari mencapai 692 ribu barel. Dengan 

kuantitas sebanyak itu, Indonesia berkontribusi sebagai pemasok 

(supplier) produksi minyak bumi dunia sebesar 0,8 persen.  

Kekayaan SDA itu belum lagi disebutkan secara rinci mengenai 

potensi di sektor kehutanan, kelautan, pertanian, perkebunan, 

peternakan, perairan non-laut, udara, dan masih banyak lagi. 

Besarnya potensi SDA yang dimiliki Indonesia tersebut merefleksikan 
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betapa besarnya kekayaan alam Indonesia yang bernilai strategis 

dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional dan 

kesejahteraan warga negara. Besarnya ketersediaan SDA yang 

demikian tentu memunculkan pertanyaan kritis, yang pastinya turut 

dipertanyakan masyarakat. Siapa saja pihak-pihak yang akan 

mengelola SDA itu? Akan diperuntukan dan dialokasikan untuk apa 

dan siapa atas ketersediaan SDA sebesar itu? Ketika terjadi perebutan 

kuasa pengelolaan hingga menyebabkan kerusakan lingkungan, lantas 

siapa yang akan bertanggung jawab?  

Pertanyaan-pertanyaan kritis yang demikian sesungguhnya akan 

mudah terjawab apabila telah memahami terlebih dahulu konsep 

pertautan atau hubungan relasional antara negara dan warga negara 

dalam pengelolaan SDA, khususnya mengenai konsep “hak” (right). 

Lebih luas dari itu, tidak hanya terkait antara negara dan warga, tapi 

juga terkait hubungan dengan pemangku ekonomi lainnya, misal 

antara negara dan investor, serta investor dan masyarakat (Poncian & 

Jose, 2019). Dengan mengetahui hubungan relasional mengenai “hak,” 

itulah yang pada akhirnya akan memberi pemahaman utuh mengenai 

model regulasi penguasaan SDA serta mampu memberikan kritisisme 

perihal bagaimana regulasi itu ditetapkan dalam konstruksi sistem 

hukum yang benar-benar ideal untuk memajukan perekonomian 

negara dan menyejahterakan masyarakat secara adil. 

Titik berangkatnya bisa bermula dari teori hak kepemilikan 

(ownership). Garret Hardin (1968) pernah mempopulerkan 

pandangannya mengenai “The Tragedy of the Commons,” yang 

menjelaskan kecenderungan kerusakan SDA milik bersama ketika 

setiap individu bertindak secara rasional untuk memenuhi 

kepentingannya sendiri. Dalam situasi tersebut, SDA yang bersifat 

terbatas dan harusnya digunakan secara kolektif justru dieksploitasi 

secara berlebihan oleh banyak individu. Menurut Hardin, persoalan 

ini tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui pendekatan 

teknologis, melainkan menuntut perubahan mendasar dalam 

pengaturan sosial dan sistem nilai yang mengatur perilaku manusia. 

Maka dari itu, Hardin mengemukakan beberapa usulan untuk 

mencegah kehancuran sumber daya bersama (common property). 

Misalnya, “privatisasi” SDA agar pemiliknya memiliki dorongan 
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langsung untuk menjaga keberlanjutannya. Lalu juga perlu 

mendorong keterlibatan negara sebagai “regulator,” di mana otoritas 

publik menetapkan batasan penggunaan melalui instrumen hukum, 

kebijakan, maupun pungutan tertentu (misal, pajak). Hardin juga 

berpandangan perlu ada pembatasan pertumbuhan populasi yang 

berjalan tanpa kendali yang akan melampaui kapasitas bumi. 

Teori Garret Hardin itu tak lepas dari kritikan. Salah satunya 

datang dari Elinor Ostrom (1990) melalui karyanya “Governing The 

Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action” yang 

menilai pengelolaan SDA secara bersama tidak selalu berujung pada 

kehancuran. Berdasarkan studi empirisnya, Ostrom membuktikan 

ternyata komunitas lokal punya kapasitas mengatur dan menjaga 

keberlanjutan SDA secara kolektif melalui pembentukan norma sosial, 

mekanisme sanksi, serta aturan internal yang disepakati bersama 

tanpa harus bergantung pada skema privatisasi maupun intervensi 

langsung negara. Ostrom mengklasifikasikan SDA seperti hutan, 

perikanan, dan irigasi sebagai common-pool resources (CPR) yang 

punya dua ciri utama, yakni: (i) (i) (i) (i) keterbatasan dalam 

pengecualian akses karena biaya dan pengawasan yang tinggi; serta 

(ii) sifat konsumsi yang bersaing, karena pemanfaatan oleh satu pihak 

secara langsung mengurangi ketersediaannya bagi pihak lain. 

Menariknya, Ostrom mengenalkan klasifikasi hak kepemilikan 

yang terdiri dari beberapa jenis, meliputi: 

1. Hak Akses (Access Right): hak untuk memasuki wilayah fisik atau 

menggunakan suatu SDA. 

2. Hak Pemanfaatan (Withdrawal/Extraction Right): hak untuk 

mengambil atau memanfaatkan hasil SDA. 

3. Hak Pengelolaan (Management Right): hak untuk mengatur pola 

penggunaan, perencanaan, dan pemeliharaan SDA. 

4. Hak Pengecualian (Exclusion Right): hak untuk menentukan pihak 

yang berhak mengakses dan memanfaatkan sumber daya, 

termasuk melarang pihak lain. 

5. Hak Pengalihan (Alienation Right): hak untuk mengalihkan atau 

menyewakan hak pengelolaan dan pengecualian kepada pihak lain. 

Pandangan Ostrom mengenai common-pool resources (CPR) kalau 

ditarik dalam konteks Indonesia memiliki relevansi yang kuat. 
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Pendahuluan  

Perizinan berusaha pertambangan merupakan instrumen hukum 

administratif yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan 

sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia. Dalam perspektif 

hukum administrasi negara, izin tidak hanya dipahami sebagai bentuk 

persetujuan pemerintah, melainkan sebagai alat pengendalian 

(regulatory instrument) yang memungkinkan negara membatasi, 

mengarahkan, dan mengawasi kegiatan usaha yang berpotensi 

menimbulkan risiko tinggi terhadap kepentingan publik (Hadjon, 

2011). 

Pertambangan sebagai kegiatan yang memanfaatkan sumber 

daya alam tidak terbarukan memiliki implikasi langsung terhadap 

lingkungan hidup, keselamatan kerja, serta struktur sosial masyarakat 

sekitar. Oleh karena itu, perizinan menjadi mekanisme utama negara 

untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilaksanakan 

sesuai dengan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, dan sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (Asshiddiqie, 2010). 

Dalam konteks ini, perizinan tidak hanya berfungsi memberikan 

kepastian hukum bagi pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen 

seleksi dan kontrol negara terhadap subjek hukum, wilayah 

pertambangan, teknologi yang digunakan, serta dampak lingkungan 

dan sosial yang ditimbulkan. 

 

Perkembangan Sistem Perizinan Pertambangan di 

Indonesia 

Sistem perizinan pertambangan di Indonesia mengalami 

perkembangan seiring dengan perubahan kebijakan pengelolaan 

sumber daya alam. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, 

pengusahaan pertambangan dilakukan melalui rezim Kuasa 

Pertambangan (KP) yang bersifat sentralistik dan menempatkan 

negara sebagai pemegang kewenangan dominan dalam pemberian 

hak pengusahaan tambang (Wulandari and Fahrozi, 2021). 



Sistem Perizinan Berusaha Pertambangan 

 

80 Afrizal Mukti Wibowo 

Reformasi hukum pertambangan ditandai dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara yang memperkenalkan sistem Izin Usaha Pertambangan 

(IUP). Pasal 1 angka 7 UU No. 4 Tahun 2009 menegaskan bahwa IUP 

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Dalam UU No. 

4 Tahun 2009, khususnya pada Pasal 1 mengatur beberapa istilah IUP, 

di antaranya: 

1. IUP Eksplorasi yaitu izin usaha yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 

kelayakan (IUP Eksplorasi kemudian dihapus melalui UU No. 3 

Tahun 2020). 

2. IUP Operasi Produksi yaitu izin usaha yang diberikan setelah 

selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan 

kegiatan operasi produksi (IUP Operasi Produksi kemudian 

dihapus melalui UU No. 3 Tahun 2020). 

 

Selain itu, UU No. 4 Tahun 2009 juga mengatur mengenai Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR), yang merupakan izin untuk 

melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan 

rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. UU No. 4 Tahun 

2009 juga mengatur mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus 

(IUPK), yang merupakan izin untuk melaksanakan usaha 

pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. IUPK 

sendiri dibedakan menjadi: 

1. IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan 

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi 

kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (IUPK 

Eksplorasi kemudian dihapus melalui UU No. 3 Tahun 2020). 

2. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah 

selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan 

kegiatan operasi produksi di wilayah izin usaha pertambangan 

khusus (IUPK Operasi Produksi kemudian dihapus melalui UU No. 

3 Tahun 2020). 

 

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 ini membuka ruang 

desentralisasi kewenangan perizinan kepada pemerintah daerah, 
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Pengertian Kuasa Pertambangan 

Kuasa pertambangan merupakan kewenangan yang diberikan oleh 

negara kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan 

pengusahaan mineral dan batubara pada wilayah tertentu. Konsep 

kuasa pertambangan berakar pada prinsip penguasaan negara atas 

sumber daya alam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang 

menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya 

untuk kemakmuran rakyat.  

Secara historis, kuasa pertambangan dipahami sebagai instrumen 

hukum publik yang memberikan hak khusus kepada badan hukum 

atau perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan melalui 

tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, 

hingga pengangkutan dan penjualan (Salim, 2014). Dalam konteks 

hukum pertambangan modern, istilah kuasa pertambangan 

mengalami transformasi menjadi sistem perizinan yang lebih 

komprehensif, sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 

Dengan demikian, kuasa pertambangan tidak hanya dimaknai sebagai 

hak privat, tetapi juga sebagai perwujudan fungsi penguasaan negara 

yang bersifat mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi 

kegiatan pertambangan agar selaras dengan kepentingan nasional dan 

keberlanjutan lingkungan (Asshiddiqie, 2010). 

 

Ruang Lingkup Kuasa Pertambangan 

1. Wilayah Pertambangan 

Ruang lingkup kuasa pertambangan tidak dapat dilepaskan dari 

konsep wilayah pertambangan sebagai dasar spasial pelaksanaan 

kegiatan pertambangan. Wilayah pertambangan merupakan 

bagian dari wilayah hukum nasional yang ditetapkan oleh negara 

untuk kegiatan pertambangan mineral dan batu bara. Penetapan 

wilayah pertambangan bertujuan untuk memberikan kepastian 

hukum, mencegah konflik pemanfaatan ruang, serta menjamin 

pengelolaan sumber daya alam yang terencana dan berkelanjutan. 
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Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan penuh untuk 

menentukan wilayah mana yang dapat dimanfaatkan untuk 

kegiatan pertambangan dan wilayah mana yang harus dilindungi 

dari aktivitas eksploitasi (Santoso, 2018).  

Secara normatif, wilayah pertambangan ditetapkan 

berdasarkan kebijakan nasional yang memperhatikan aspek 

geologis, lingkungan, tata ruang, serta kepentingan sosial dan 

ekonomi masyarakat. Penetapan wilayah tersebut menjadi dasar 

bagi pemberian kuasa pertambangan kepada subjek hukum 

tertentu. Dengan demikian, kuasa pertambangan tidak dapat 

diberikan secara bebas tanpa adanya penetapan wilayah 

pertambangan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa 

penguasaan negara atas sumber daya alam tidak hanya bersifat 

yuridis, tetapi juga bersifat teritorial dan perencanaan (Marbun, 

2016). 

Dari sudut pandang analitis, pengaturan wilayah 

pertambangan merupakan instrumen penting untuk mencegah 

eksploitasi berlebihan dan konflik antara kegiatan pertambangan 

dengan kepentingan lain, seperti kehutanan, pertanian, dan 

pemukiman. Oleh karena itu, wilayah pertambangan menjadi 

elemen utama dalam ruang lingkup kuasa pertambangan yang 

menentukan batas-batas legal kegiatan pertambangan. 

 

2. Subjek dan Objek Kuasa Pertambangan 

Subjek kuasa pertambangan adalah pihak-pihak yang secara 

hukum memenuhi persyaratan untuk menerima kewenangan 

melakukan kegiatan pertambangan. Subjek tersebut meliputi 

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha 

swasta, koperasi, dan perseorangan. Penentuan subjek kuasa 

pertambangan dilakukan melalui mekanisme evaluasi 

administratif, teknis, dan finansial oleh pemerintah untuk 

memastikan bahwa kegiatan pertambangan dilakukan oleh pihak 

yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab yang memadai 

(Ridwan, 2020). Objek kuasa pertambangan mencakup seluruh 

rangkaian kegiatan pertambangan, mulai dari penyelidikan umum, 

eksplorasi, dan eksploitasi hingga pengolahan, pemurnian, 
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Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah 

satunya adalah bahan galian tambang dan sumber daya mineral. 

Bahan galian tambang memiliki peran penting dalam pembangunan 

nasional karena menjadi bahan baku utama berbagai sektor industri, 

seperti konstruksi, energi, dan manufaktur. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara, bahan galian diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, yaitu 

bahan galian strategis, vital, dan umum (dahulu dikenal sebagai 

golongan A, B, dan C) (Budiman, 2025). 

Istilah tambang rakyat secara resmi terdapat pada Pasal 2 huruf 

n, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam pasal ini disebutkan bahwa 

Pertambangan Rakyat adalah satu usaha pertambangan bahan-bahan 

galian dari semua golongan a, b, dan c yang dilakukan oleh rakyat 

setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong-royong dengan alat-

alat sederhana untuk pencaharian sendiri. Golongan A (bahan galian 

strategis, seperti minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam, 

bitumen padat, aspal, antrasit, batu bara, uranium, nikel, kobalt, dan 

timah), golongan B (bahan galian vital, seperti besi, mangan, tembaga, 

timbale, emas, perak, intan, zircon, Kristal kuarsa, dan belerang), dan 

golongan C (bahan galian yang tidak termasuk golongan strategis dan 

vital, seperti marmer, batu kapur, dolomit, kalsit, granit, andesit, basal, 

tanah liat, batu permata, dan batu setengah permata) yang dilakukan 

oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong 

dengan alat-alat sederhana untuk pencarian sendiri. Kegiatan 

pertambangan rakyat dilakukan pada wilayah yang ditetapkan oleh 

pemerintah sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) (Aco, 

2017). 

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia 

tidak dapat dilepaskan dari konsep klasifikasi dan penggolongan 

bahan galian. Klasifikasi tersebut merupakan titik awal bagi negara 

dalam menentukan kebijakan penguasaan, pengusahaan, serta 

pengendalian pemanfaatan sumber daya mineral yang terkandung di 
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dalam bumi Indonesia. Dalam konteks hukum pertambangan, 

klasifikasi bahan galian tidak hanya berfungsi sebagai kategori teknis-

geologis, melainkan sebagai dasar normatif yang menentukan rezim 

hukum, pola perizinan, serta pembagian kewenangan pemerintahan 

di bidang pertambangan (Salim, 2012). 

Secara konstitusional, bahan galian merupakan bagian dari 

sumber daya alam yang penguasaannya berada pada negara untuk 

dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Prinsip ini 

menempatkan negara sebagai subjek utama yang memiliki legitimasi 

untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan bahan 

galian melalui instrumen hukum publik (Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3)). Oleh 

karena itu, setiap bentuk klasifikasi dan penggolongan bahan galian 

pada hakikatnya mencerminkan pilihan kebijakan hukum (legal 

policy) yang diambil negara dalam rangka mencapai tujuan 

kesejahteraan umum. 

Dalam perkembangan hukum pertambangan Indonesia, 

pengaturan mengenai klasifikasi bahan galian mengalami perubahan 

yang signifikan. Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 1967, penggolongan bahan galian ke dalam Golongan A, B, dan 

C menunjukkan pendekatan negara yang berorientasi pada 

kepentingan strategis dan vitalitas bahan galian bagi perekonomian 

serta keamanan nasional. Namun, seiring dinamika pembangunan, 

desentralisasi pemerintahan, serta tuntutan pengelolaan sumber daya 

alam yang berkelanjutan, pendekatan tersebut dinilai tidak lagi 

memadai. 

Perubahan paradigma tersebut kemudian tercermin dalam 

lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara yang menghapus sistem 

penggolongan lama dan menggantinya dengan klasifikasi berbasis 

jenis komoditas, yaitu mineral dan batubara. Dimana Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 telah mengalami beberapa kali perubahan 

sebagai respons terhadap dinamika pengelolaan sumber daya alam, 

kebutuhan investasi, serta tuntutan tata kelola pertambangan yang 

berkelanjutan. Perkembangan terbaru ditandai dengan lahirnya 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai Perubahan Keempat, 
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Definisi Tahapan Kegiatan Usaha Pertambangan 

Pertambangan adalah kegiatan ekonomi yang melakukan ekstraksi 

berbagai jenis mineral secara selektif dari kerak bumi (Herbert, 2022). 

Pertambangan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan 

Batu Bara (UU Minerba) dan peraturan pemerintah, dan peraturan 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral maupun peraturan 

daerah sesuai dengan kewenangannya.  

Pertambangan dipahami sebagai keseluruhan tahapan kegiatan 

satu kesatuan, mulai dari eksplorasi hingga kegiatan pascatambang. 

Sistematika tahapan kegiatan pertambangan bertujuan agar kegiatan 

pertambangan dilaksanakan secara efisien, legal, dan berkelanjutan, 

serta mitigasi risiko teknis, ekonomi, dan lingkungan. 

 

Penyelidikan Umum 

Penyelidikan umum adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk 

mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi 

(Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara, 

2025). Penyelidikan umum dilakukan untuk mengetahui gambaran 

indikasi adanya cadangan mineral yang menjadi dasar pengambilan 

keputusan apakah suatu wilayah layak untuk dilakukan kegiatan 

eksplorasi yang lebih detail. Secara singkat penyelidikan umum 

merupakan langkah awal mitigasi risiko dalam penambangan. 

Kegiatan penyelidikan umum antara lain mencakup survei tinjau 

(reconnaissance), penginderaan jauh (remote sensing), serta kegiatan 

prospeksi (Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral 

Republik Indonesia, 2021). Reconnaissance adalah pemeriksaan awal 

terhadap fitur dan karakteristik geologi umum suatu wilayah. 

Investigasi sistematis pada tahap rekonnaissance meliputi pemetaan 

geologi, pengambilan sampel singkapan, pengambilan sampel 

geokimia dengan jarak yang luas, dan survei geofisika pendahuluan 

(S.M. Gandhi & B.C. Sarkar, 2016). Hasil data penginderaan jauh, 
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pemetaan konvensional, dan digital selanjutnya diselaraskan dengan 

GPS dan model elevasi digital yang menghasilkan detail geologi dan 

struktur yang memfasilitasi identifikasi lingkungan dan area yang 

kemungkinan mengandung sumber daya ekonomi. 

Penginderaan jauh telah dimanfaatkan sebagai alat untuk 

menemukan target eksplorasi potensial sejak tahap awal fotogeologi 

sehingga dapat memperoleh, mempersiapkan, dan menguraikan 

informasi spektral dan spasial-temporal tentang objek, fenomena, 

atau area yang sedang diselidiki tanpa kontak fisik langsung 

(Mekonnen & Hussien, 2021). Aplikasi atau metode yang digunakan 

seperti spektroskopi, Light Detection and Ranging (LiDAR), dan 

pencitraan termal guna mendukung eksplorasi mineral, perencanaan 

tambang, pemantauan operasional, penilaian lingkungan, dan 

reklamasi (Musiałek & Maksymowicz, 2025). 

Kegiatan prospeksi merupakan serangkaian penyelidikan dan 

pemetaan mineral agar mengetahui indikasi awal cadangan yang 

memiliki potensi ekonomi dan layak untuk ditindaklanjuti ke tahap 

eksplorasi (Partington dkk., 2024). Prospeksi adalah tahap pertama 

dari proses eksplorasi yang didefinisikan sebagai kegiatan berskala 

kecil yang bertujuan untuk menemukan area atau lahan yang 

mengandung mineral atau bijih, serta potensinya untuk dieksploitasi 

melalui eksplorasi mineral dan operasi penambangan. 

Pelaksanaan kegiatan penyelidikan umum hanya dapat dilakukan 

oleh pemegang izin usaha jasa pertambangan (IUJP) eksplorasi. IUJP 

Eksplorasi memberikan hak terbatas kepada pelaku usaha untuk 

melakukan kegiatan pengumpulan data dan informasi geologi tanpa 

melakukan kegiatan eksploitasi sumber daya alam.  

Pembatasan ruang lingkup ini bertujuan untuk melakukan 

klasifikasi risiko dan tanggung jawab. Selain itu juga untuk mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan serta penyalahgunaan kewenangan 

sebelum terdapat kepastian teknis dan ekonomi atas potensi bahan 

galian. Oleh karena itu, kegiatan pada tahap ini dibatasi pada survei, 

pengamatan, dan pengambilan data permukaan, serta wajib 

mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan dan pelaporan hasil 

kegiatan.  
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Pendahuluan 
Sumber daya alam berupa minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral 

menempati posisi strategis dalam sistem hukum dan pembangunan 

nasional Indonesia. Keempat sektor tersebut tidak hanya berfungsi 

sebagai penopang utama perekonomian negara, tetapi juga berkaitan 

langsung dengan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, 

ketahanan energi, serta keberlanjutan pembangunan. Dalam konteks 

tersebut, pengelolaan sumber daya alam strategis tidak dapat 

diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan harus 

berada dalam kendali negara melalui kerangka regulasi yang kuat dan 

berorientasi pada kepentingan publik. Karakter strategis ini 

menjadikan regulasi di bidang minyak, gas bumi, batu bara, dan 

mineral memiliki dimensi konstitusional yang khas dan berbeda dari 

sektor ekonomi lainnya (Asshiddiqie, 2010). 

Konstitusi Negara Republik Indonesia menempatkan penguasaan 

negara atas sumber daya alam sebagai prinsip fundamental dalam 

pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai 

hajat hidup orang banyak. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Norma 

konstitusional ini menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi 

pembentukan regulasi khusus di sektor minyak, gas bumi, batu bara, 

dan mineral, sekaligus menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban 

aktif untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan 

sumber daya tersebut (Manan, 1995). 

Penguasaan negara atas sektor strategis tidak dapat dimaknai 

secara sempit sebagai kepemilikan formal semata, melainkan harus 

dipahami sebagai rangkaian fungsi publik yang mencakup pembuatan 

kebijakan, pengelolaan, pengaturan, pengurusan, dan pengawasan. 

Dalam praktik ketatanegaraan, fungsi-fungsi tersebut diwujudkan 

melalui pembentukan regulasi sektoral yang bersifat khusus dan 

komprehensif. Regulasi khusus diperlukan untuk memastikan bahwa 

pengelolaan sumber daya alam strategis berjalan sejalan dengan 

tujuan negara kesejahteraan serta mencegah terjadinya eksploitasi 

berlebihan yang dapat merugikan kepentingan generasi sekarang 

maupun generasi mendatang (PUSHEP, 2019). 
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Karakteristik minyak, gas bumi, batu bara, dan mineral sebagai 

sumber daya alam tidak terbarukan memperkuat urgensi pengaturan 

yang ketat dan terencana. Keterbatasan cadangan, tingginya nilai 

ekonomi, serta risiko lingkungan yang menyertai kegiatan eksplorasi 

dan eksploitasi menuntut adanya instrumen hukum yang mampu 

mengendalikan aktivitas usaha secara efektif. Tanpa regulasi khusus, 

pemanfaatan sumber daya alam strategis berpotensi menimbulkan 

ketimpangan penguasaan, kerusakan lingkungan, serta konflik sosial 

yang berkepanjangan. Oleh karena itu, regulasi sektor strategis tidak 

hanya berfungsi sebagai perangkat hukum administratif, tetapi juga 

sebagai sarana perlindungan kepentingan nasional dan lingkungan 

hidup (Rahmadi, 2015). 

Kebutuhan akan regulasi khusus sektor strategis juga berkaitan 

erat dengan dinamika global di bidang energi dan pertambangan. 

Perubahan geopolitik, fluktuasi harga komoditas, serta transisi energi 

menuju sumber energi yang lebih berkelanjutan menempatkan negara 

pada posisi yang harus adaptif namun tetap berdaulat. Dalam situasi 

tersebut, regulasi nasional berperan sebagai instrumen untuk 

menjaga stabilitas pengelolaan sumber daya alam, sekaligus 

memastikan bahwa keterlibatan aktor non-negara, termasuk badan 

usaha dan investor, tetap berada dalam koridor kepentingan nasional 

(Speed, 2004). 

Minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama memiliki 

dimensi strategis yang sangat kuat karena berkaitan langsung dengan 

ketersediaan energi nasional. Pengaturan di sektor ini tidak hanya 

menyentuh aspek ekonomi, tetapi juga aspek keamanan dan 

kedaulatan negara. Oleh sebab itu, regulasi migas dirancang dengan 

pendekatan khusus yang menempatkan negara sebagai pemegang 

kendali utama, sekaligus membuka ruang kerja sama dengan pihak 

swasta dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Model 

pengaturan ini mencerminkan upaya negara untuk menyeimbangkan 

antara kebutuhan investasi dan prinsip penguasaan negara atas 

sumber daya alam (Juwana, 2010). 

Sektor pertambangan mineral dan batu bara menunjukkan 

kompleksitas regulasi yang tidak kalah signifikan. Aktivitas 

pertambangan berimplikasi langsung terhadap tata ruang, lingkungan 
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Pendahuluan  
Pertambangan rakyat merupakan salah satu rezim khusus dalam 

hukum pertambangan Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda 

dibandingkan dengan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh 

badan usaha skala besar. Keberadaannya berakar pada realitas sosial-

ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang hidup di 

sekitar wilayah yang mengandung sumber daya mineral dan batu 

bara. Bagi kelompok masyarakat tersebut, pertambangan rakyat 

bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan sarana mempertahankan 

kehidupan dan kelangsungan sosial secara turun-temurun. 

Dalam konteks hukum, pertambangan rakyat sering kali berada 

dalam posisi ambivalen. Di satu sisi, negara mengakui keberadaannya 

sebagai manifestasi hak ekonomi rakyat. Di sisi lain, praktik 

pertambangan rakyat yang tidak terkelola dengan baik kerap 

dikaitkan dengan kegiatan ilegal dan kerusakan lingkungan hidup. 

Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara tujuan kesejahteraan 

rakyat, kepastian hukum, dan perlindungan lingkungan. 

 

Konsep dan Pengertian Pertambangan Rakyat  
Secara terminologi, pertambangan rakyat merujuk pada kegiatan 

pengusahaan mineral atau batubara yang dilakukan oleh rakyat 

setempat dalam skala kecil dengan teknologi sederhana dan modal 

terbatas. Kegiatan ini umumnya dilakukan secara manual atau semi-

manual, tanpa dukungan teknologi tinggi sebagaimana digunakan 

dalam pertambangan industri. Karakteristik ini membuat 

pertambangan rakyat berbeda secara signifikan dari pertambangan 

skala besar, baik dari segi modal, teknologi, kompleksitas organisasi, 

maupun dampak lingkungan yang dihasilkannya. 

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, mendefinisikan 

pertambangan rakyat sebagai kegiatan pertambangan yang dilakukan 

oleh masyarakat setempat secara sederhana dalam Wilayah 

Pertambangan Rakyat (WPR). Definisi ini menegaskan tiga unsur 

utama, yaitu (1) subjek hukum berupa masyarakat setempat, (2) skala 

kegiatan yang sederhana, dan (3) pembatasan lokasi pada Wilayah 

Pertambangan Rakyat. WPR sendiri ditetapkan oleh bupati/wali kota 
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atas usulan masyarakat setelah memenuhi syarat teknis dan 

administratif, dan hanya dapat berada di dalam Wilayah 

Pertambangan (WP) serta di luar Wilayah Izin Usaha Pertambangan 

(WIUP). 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, pertambangan 

rakyat merupakan bentuk pemberian hak terbatas oleh negara kepada 

warga negara tertentu untuk memanfaatkan sumber daya alam, yang 

tunduk pada persyaratan dan pengawasan ketat. Hak ini diwujudkan 

dalam bentuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Pemerintah daerah 

memiliki peran kunci dalam pengawasan, pembinaan, dan penertiban 

kegiatan ini. Meski diakui secara hukum, pertambangan rakyat sering 

dihadapkan pada tantangan kompleks, seperti tumpang-tindih lahan, 

rendahnya penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik (good 

mining practice), dan dampak lingkungan yang perlu dikelola secara 

lebih serius. Sumber Informasi ini dapat dilihat pada: 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara.  Pasal 1 butir 32, Pasal 91, 

and Pasal 92 secara khusus mengatur definisi, penetapan WPR, dan 

ketentuan mengenai IPR. 

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara.  Bab X (Pasal 156 s.d. 163) mengatur secara lebih rinci 

mengenai persyaratan, tata cara perizinan, dan pengawasan 

Pertambangan Rakyat. 

3. Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan 

Sumber Daya Mineral (ESDM).  (2022).  Buku Panduan 

Pertambangan Rakyat yang Berkelanjutan. Publikasi ini 

menjelaskan karakteristik, kerangka hukum, serta prinsip-prinsip 

pembinaan dan pengembangan pertambangan rakyat yang 

bertanggung jawab. 

 

Dasar Filosofis dan Konstitusional Pertambangan Rakyat  

Landasan filosofis pengaturan pertambangan rakyat bersumber dari 

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam 
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Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka 

Negara Kesatuan dan Otonomi Daerah 

Pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara merupakan isu 

strategis dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Sektor 

pertambangan memiliki dampak langsung terhadap perekonomian 

nasional dan keberlanjutan lingkungan hidup. Negara menempatkan 

sektor ini sebagai bagian dari cabang produksi yang penting dan 

menguasai hajat hidup orang banyak. Konstitusi Indonesia 

memberikan dasar normatif bagi negara untuk mengatur dan 

mengelola sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi 

pijakan utama dalam pengelolaan pertambangan di Indonesia 

(Asshiddiqie, 2010). 

Konsep penguasaan negara atas sumber daya alam tidak dapat 

dimaknai secara sempit sebagai sentralisasi administratif. Negara 

menjalankan fungsi penguasaan melalui pengaturan, pengurusan, 

pengelolaan, dan pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut dapat 

dilaksanakan oleh berbagai tingkat pemerintahan. Prinsip ini sejalan 

dengan karakter negara kesatuan yang menganut desentralisasi. 

Otonomi daerah menjadi instrumen untuk melaksanakan sebagian 

fungsi negara tersebut (Manan, 2001). 

Desentralisasi pemerintahan memberikan ruang bagi daerah 

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. 

Pemerintah daerah dianggap lebih memahami kondisi sosial dan 

ekologis wilayahnya. Kedekatan geografis dan sosial memperkuat 

legitimasi kebijakan daerah. Pengelolaan pertambangan 

membutuhkan pemahaman lokal yang mendalam. Oleh karena itu, 

desentralisasi sering dipandang relevan dalam sektor pertambangan 

(Syaukani et al., 2002). 

Praktik desentralisasi pertambangan di Indonesia menunjukkan 

dinamika yang kompleks. Pemerintah daerah pernah diberikan 

kewenangan luas dalam penerbitan izin pertambangan. Kebijakan 

tersebut melahirkan pertumbuhan investasi pertambangan di 

berbagai daerah. Namun, kebijakan tersebut juga memicu persoalan 

tata kelola dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini menimbulkan kritik 

terhadap efektivitas desentralisasi administratif (Hidayat, 2015). 



Desentralisasi Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara 

 

182 Hezron Sabar Rotua Tinambunan 

Pemerintah pusat kemudian merespons persoalan tersebut 

dengan melakukan konsolidasi kewenangan. Kebijakan peralihan 

kewenangan dipandang sebagai upaya memperbaiki tata kelola 

pertambangan. Pemerintah pusat menilai bahwa standardisasi 

nasional diperlukan untuk sektor strategis. Sentralisasi kebijakan 

kemudian diperkuat melalui perubahan undang-undang. Perubahan 

ini memunculkan perdebatan baru mengenai keadilan kewenangan 

(Safa’at, 2020). 

Pertentangan antara sentralisasi dan desentralisasi kewenangan 

pertambangan tidak dapat diselesaikan secara dikotomis karena 

karakter pengelolaan sumber daya alam bersifat kompleks dan 

multidimensional (Rajagukguk, 2012). Pendekatan kebijakan yang 

menempatkan sentralisasi dan desentralisasi sebagai pilihan biner 

cenderung mengabaikan realitas institusional dan sosial yang 

berlapis. Negara mengelola sektor pertambangan yang berdampak 

lintas wilayah, lintas generasi, dan lintas kepentingan ekonomi serta 

ekologis. Kompleksitas tersebut menuntut desain kewenangan yang 

adaptif dan berbasis fungsi, bukan sekadar pembagian administratif. 

Oleh karena itu, penyederhanaan kebijakan melalui pendekatan 

ekstrem berpotensi menimbulkan distorsi tata kelola pertambangan. 

(Hooghe & Marks, 2003) 

Pendekatan ekstrem dalam sentralisasi berpotensi melahirkan 

persoalan baru dalam tata kelola pertambangan mineral dan batu bara 

(OECD, 2019). Pemerintah pusat yang terlalu dominan dalam 

perizinan berisiko mengurangi sensitivitas kebijakan terhadap 

kondisi sosial dan ekologis lokal. Proses pengambilan keputusan yang 

terpusat dapat menjauhkan masyarakat terdampak dari akses 

partisipasi yang bermakna. Konsentrasi kewenangan juga berpotensi 

menciptakan bottleneck administratif dalam pelayanan perizinan. 

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas 

pengawasan dan legitimasi kebijakan pertambangan. 

Pendekatan ekstrem dalam desentralisasi juga menghadirkan 

persoalan serius dalam praktik pengelolaan pertambangan (Salim HS, 

2014). Pemerintah daerah yang memperoleh kewenangan luas tidak 

selalu memiliki kapasitas teknis, finansial, dan kelembagaan yang 

memadai. Fragmentasi kebijakan sering terjadi akibat lemahnya 
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Hukum Sebagai Instrumen Pengawasan Dalam 

Pertambangan 

Salah satu fungsi hukum adalah sebagai instrumen pengawasan 

(control). Kata “pengawasan” secara gramatikal dalam Kamus Besar 

Bahasa Indonesia juga berarti “penjagaan,” di mana istilah tersebut 

kerap digunakan dalam ilmu administrasi (Jurdi, 2019). Bila ditinjau 

dari aspek hukum, pengawasan terhadap pertambangan 

membutuhkan instrumen yang meliput berbagai bidang hukum, yakni 

hukum tatanegara, administrasi negara, hukum pidana, hukum 

perdata, hukum internasional, dan hukum masyarakat. Hal tersebut 

dikarenakan kegiatan pertambangan merupakan kegiatan manusia 

yang berhubungan dengan alam yang termasuk bagian dari dunia 

meskipun berada dalam suatu wilayah kedaulatan negara tertentu. 

Selanjutnya hukum menjalankan fungsinya sebagai instrumen 

pengatur agar hak penguasaan negara atas sumber daya alam dapat 

diwujudkan untuk kemakmuran rakyat (HS, Hukum Pertambangan di 

Indonesia, 2010). Perspektif yang demikian itu sangat konstitusional 

karena sesuai dengan muatan Pasal 33 ayat (3) bahwa ”Bumi dan air 

dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.“  

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 33 tersebut, maka untuk 

kategori tambang termasuk pada unsur kekayaan alam yang 

terkandung di dalam bumi di wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Pasal tersebut mempunyai kedudukan yang tertinggi 

secara hierarki perundang-undangan sebagai dasar diwajibkannya 

adanya pengawasan terhadap kegiatan di bidang pertambangan agar 

tidak ada pihak yang melakukan kesewenang-wenangan dalam 

pengelolaan pertambangan sehingga tidak lagi berorientasi kepada 

kemakmuran rakyat melainkan untuk keuntungan personal atau 

kelompok tertentu. 

Pada prinsipnya pengawasan dalam konteks hukum memuat 

beberapa unsur, yaitu kewenangan yang jelas (pasti); perencanaan 

yang baku sebagai alat pengujian; adanya kegiatan-kegiatan yang 

sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan 

tersebut yang berkeduudkan sebagai objek pengawasan; adanya hasil 
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evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan yang disertai 

indikator yang dievaluasi; dan tindakan pengawasan diakhiri dengan 

tindak lanjut baik secara administratif maupun secara yuridis. 

Adapun fungsi-fungsi pelaksanaan pengawasan meliputi 3 (tiga) 

hal, yaitu sebagai fungsi evaluasi terhadap keberhasilan dan 

pencapaian serta target sesuai dengan indikator yang ditetapkan; 

sebagai langkah klarifikasi dan koreksi atas penyimpangan yang 

mungkin ditemukan; dan sebagai pertimbangan untuk kebijakan 

alternatif sebagai solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan 

pencapaian perusahaan (Sule, 2005). 

Selanjutnya, instrumen dalam konteks hukum merupakan suatu 

alat dan landasan suatu materi. Istilah hukum menurut Mochtar 

Kusumaatmadja merupakan suatu instrumen asas-asas dan kaidah-

kaidah yang digunakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam 

hidup bermasyarakat yang harus meliputi institusi atau lembaga dan 

proses yang dibutuhkan untuk menjadikan hukum dalam sebuah 

kenyataan. Instrumen hukum dalam hal ini diartikan sebagai suatu 

alat atau landasan daripada hukum (i.e., 2012).  

Pelaksanaan kegiatan tambang idealnya menerapkan konsep 

Good Mining Practice (GMP) atau kaidah teknik pertambangan yang 

baik, merupakan suatu kegiatan penambangan yang memenuhi 

ketentuan, standar, kaidah, dan standar yang tepat, sehingga 

pengembangan sumber daya mineral memberikan hasil yang optimal 

dan efek samping yang minimal. Ini termasuk pengembangan 

masyarakat/area di sekitar lokasi kegiatan dalam undang-undang dan 

standar yang berlaku tergantung pada izin, teknik penambangan, 

kesehatan dan keselamatan, lingkungan, koneksi hulu/hilir/ 

konservasi/nilai, dan kegiatan pada tahap penambangan (Redi, 

Hukum Mineral dan Batubara, 2022). 

Penambangan merupakan rangkaian kegiatan dari hulu sampai 

hilir. Lingkup kegiatan meliputi penelitian umum, eksplorasi, studi 

kelayakan, reklamasi dan pengembangan lahan, penambangan, 

pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, dan pemasaran hingga 

penutupan tambang. Penambangan saja tidak bisa mandiri saat 

menjalankan proses ini. Untuk mencapai good mining practice, 
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Pendahuluan 

Sektor pertambangan memiliki posisi strategis dalam sistem 

perekonomian nasional Indonesia karena berkaitan langsung dengan 

pengelolaan sumber daya alam yang bersifat tidak terbarukan serta 

memiliki nilai ekonomi tinggi. Keberadaan sumber daya mineral dan 

batubara tidak hanya menjadi modal pembangunan, tetapi juga 

mengandung dimensi politik, sosial, lingkungan, dan hukum yang 

kompleks. Oleh karena itu, pengelolaan pertambangan tidak dapat 

diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, melainkan harus 

berada dalam kendali negara dengan melibatkan peran sektor swasta 

secara terukur dan bertanggung jawab (Salim, 2014). 

Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, pengelolaan 

pertambangan berlandaskan pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan 

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk 

kemakmuran rakyat. Norma konstitusional ini menempatkan negara 

sebagai aktor utama yang memiliki kewenangan untuk mengatur, 

mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, termasuk 

pertambangan (Asshiddiqie, 2010). Namun demikian, penguasaan 

oleh negara tidak selalu bermakna pengelolaan langsung oleh 

pemerintah, melainkan mencakup fungsi kebijakan dan pengendalian 

dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan umum. 

Seiring dengan berkembangnya paradigma negara kesejahteraan 

(welfare state), negara dituntut tidak hanya berperan sebagai penjaga 

ketertiban (nachtwakerstaat), tetapi juga sebagai pengelola sumber 

daya strategis demi kepentingan rakyat. Dalam konteks 

pertambangan, hal ini tercermin dari kewajiban negara untuk 

menjamin bahwa eksploitasi sumber daya alam memberikan manfaat 

ekonomi, melindungi lingkungan hidup, serta memperhatikan 

keadilan sosial bagi masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar 

wilayah pertambangan (Manan, 2005). 

Di sisi lain, keterlibatan pihak swasta dalam kegiatan 

pertambangan merupakan keniscayaan, mengingat besarnya 

kebutuhan modal, teknologi, dan keahlian dalam pengelolaan usaha 

pertambangan modern. Swasta berperan sebagai pelaku usaha yang 
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menjalankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan izin 

yang diberikan oleh negara. Dengan demikian, hubungan antara 

negara dan swasta dalam pertambangan bersifat fungsional dan 

komplementer, di mana negara bertindak sebagai regulator dan 

pengawas, sementara swasta berperan sebagai operator ekonomi 

(Juwana, 2010). 

Namun demikian, relasi negara dan swasta dalam sektor 

pertambangan tidak selalu berjalan ideal. Berbagai permasalahan 

seperti kerusakan lingkungan, konflik lahan, ketimpangan distribusi 

manfaat ekonomi, serta lemahnya pengawasan menunjukkan bahwa 

keseimbangan fungsi antara negara dan swasta masih menghadapi 

tantangan serius. Kondisi ini menegaskan pentingnya pembahasan 

yang komprehensif mengenai fungsi masing-masing aktor dalam 

sistem hukum pertambangan Indonesia agar tercipta tata kelola 

pertambangan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi 

pada kepentingan nasional (Speed, 2018). 

Berangkat dari latar belakang tersebut, pembahasan mengenai 

fungsi negara dan swasta dalam pertambangan menjadi relevan dan 

strategis. Analisis yang mendalam terhadap peran, kewenangan, serta 

tanggung jawab masing-masing pihak diharapkan dapat memberikan 

kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan hukum 

pertambangan Indonesia yang lebih responsif terhadap dinamika 

pembangunan dan tuntutan global. 

 

Landasan Konstitusional dan Teoritis 

Landasan konstitusional pengelolaan pertambangan di Indonesia 

bertumpu pada prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini 

menempatkan sumber daya mineral dan batu bara sebagai bagian dari 

kekayaan nasional yang tidak dapat dilepaskan sepenuhnya kepada 

mekanisme pasar bebas. Negara diberikan mandat konstitusional 

untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya tersebut 

diarahkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan semata-

mata untuk kepentingan ekonomi jangka pendek (Asshiddiqie, 2011). 
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Pendahuluan 

Pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara merupakan 

bagian integral dari pelaksanaan hak menguasai negara sebagaimana 

diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks ini, negara tidak 

hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai pengelola yang 

bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber 

daya alam dilakukan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat 

secara berkelanjutan (Indrati S, 2020). Salah satu sektor yang 

memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional 

adalah sektor pertambangan, namun sektor ini juga menyimpan 

potensi konflik yang tinggi, khususnya ketika kegiatan pertambangan 

dilakukan di kawasan dengan status dan fungsi khusus. 

Kawasan khusus dalam perspektif hukum sumber daya alam 

merujuk pada wilayah yang memiliki karakteristik tertentu, baik dari 

aspek ekologis, sosial, budaya, maupun strategis nasional, sehingga 

pemanfaatannya dibatasi dan diatur secara lebih ketat oleh negara 

(Rahmadi, 2015). Kawasan tersebut mencakup kawasan hutan 

lindung dan konservasi, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, 

kawasan perbatasan negara, wilayah adat, serta kawasan yang 

ditetapkan untuk kepentingan ekonomi strategis seperti kawasan 

ekonomi khusus. Keberadaan kawasan-kawasan ini pada dasarnya 

bertujuan untuk melindungi kepentingan publik jangka panjang, 

menjaga keseimbangan lingkungan hidup, serta menjamin 

keberlanjutan sumber daya alam. 

Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa kawasan khusus 

seringkali menjadi target kegiatan pertambangan karena memiliki 

kandungan mineral bernilai ekonomi tinggi. Kondisi ini menimbulkan 

dilema kebijakan antara kepentingan eksploitasi sumber daya alam 

untuk pertumbuhan ekonomi dan kewajiban negara dalam 

melindungi lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat lokal dan 

masyarakat hukum adat (Salim, 2018). Dalam banyak kasus, lemahnya 

tata kelola pertambangan di kawasan khusus berujung pada 

kerusakan lingkungan, konflik agraria, serta ketimpangan distribusi 

manfaat ekonomi. 



Tata Kelola Pertambangan di Kawasan Khusus 

 

239 Fitrani Amin 

Dari perspektif hukum administrasi dan hukum lingkungan, tata 

kelola pertambangan di kawasan khusus tidak dapat dipahami 

semata-mata sebagai persoalan perizinan. Ia merupakan suatu sistem 

yang mencakup perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, 

dan penegakan hukum yang melibatkan berbagai aktor dan rezim 

hukum sektoral (Hadjon, 2019). Kompleksitas ini diperparah oleh 

adanya tumpang tindih regulasi dan kewenangan antara pemerintah 

pusat dan daerah, terutama pasca perubahan kebijakan desentralisasi 

dan sentralisasi perizinan pertambangan. 

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2020 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja turut membawa dinamika baru dalam 

tata kelola pertambangan di kawasan khusus. Di satu sisi, pemerintah 

berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui 

penyederhanaan perizinan. Di sisi lain, kebijakan tersebut 

menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya perlindungan 

lingkungan dan berkurangnya ruang partisipasi masyarakat dalam 

pengambilan keputusan (Irianto, 2021). Kondisi ini menegaskan 

pentingnya pembahasan tata kelola pertambangan yang tidak hanya 

berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada prinsip kehati-

hatian dan keberlanjutan. 

Secara konseptual, tata kelola pertambangan di kawasan khusus 

harus diletakkan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan 

(sustainable development) yang mengintegrasikan dimensi ekonomi, 

sosial, dan lingkungan hidup. Pendekatan ini menuntut adanya 

keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya 

perlindungan kawasan, sehingga kegiatan pertambangan tidak 

menimbulkan dampak irreversibel bagi ekosistem dan kehidupan 

masyarakat di sekitarnya (Salim, 2018). Maka dari itu, kajian ini 

menjadi landasan penting untuk memahami urgensi pengaturan dan 

implementasi tata kelola pertambangan di kawasan khusus dalam 

sistem hukum pertambangan Indonesia. 
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Pendahuluan 

Sektor pertambangan memiliki posisi strategis dalam struktur 

pembangunan nasional Indonesia. Kekayaan sumber daya mineral 

dan batu bara tidak hanya menjadi tulang punggung penerimaan 

negara, tetapi juga berperan penting dalam penyediaan energi, bahan 

baku industri, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam 

konteks negara berkembang yang memiliki ketergantungan tinggi 

terhadap sumber daya alam, pertambangan kerap dipandang sebagai 

instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan 

pembangunan infrastruktur. 

Kegiatan pertambangan merupakan salah satu sektor strategis 

dalam pembangunan nasional karena berkontribusi signifikan 

terhadap penerimaan negara, penyediaan energi, serta 

pengembangan industri hilir. Namun, di sisi lain, pertambangan 

memiliki potensi risiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan hidup, 

mulai dari degradasi lahan, pencemaran air dan udara, hingga 

hilangnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan 

pertambangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup sebagai bagian dari pembangunan 

berkelanjutan (Salim, 2010). 

Namun demikian, kegiatan pertambangan juga mengandung 

potensi risiko lingkungan yang sangat besar. Karakteristik usaha 

pertambangan yang bersifat ekstraktif, berjangka panjang, dan 

berdampak luas menjadikannya salah satu sektor dengan tingkat 

kerusakan lingkungan tertinggi apabila tidak dikelola secara 

bertanggung jawab. Dampak negatif pertambangan dapat berupa 

degradasi dan pencemaran lingkungan, perubahan bentang alam, 

kerusakan ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, hingga 

terganggunya kesehatan dan mata pencaharian masyarakat di sekitar 

wilayah tambang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertambangan 

tidak hanya merupakan persoalan ekonomi dan teknis, tetapi juga 

persoalan lingkungan dan sosial. 

Dalam kerangka hukum nasional, perlindungan lingkungan hidup 

telah menjadi bagian integral dari pengelolaan sumber daya alam. 

Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas mengakui hak 
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setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan 

sehat. Pengakuan konstitusional ini mengandung konsekuensi yuridis 

bahwa negara wajib memastikan setiap aktivitas pemanfaatan 

sumber daya alam, termasuk pertambangan, diselenggarakan dengan 

memperhatikan keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta 

keselamatan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan dan praktik 

pertambangan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip 

perlindungan lingkungan hidup. 

Paradigma hukum pertambangan modern menuntut 

keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan kewajiban 

negara untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang 

baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) 

UUD NRI 1945 (Asshiddiqie, 2016). Perkembangan hukum 

pertambangan di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran 

paradigma dari pendekatan eksploitasi menuju pendekatan 

pengelolaan berkelanjutan. Pertambangan tidak lagi semata-mata 

dipahami sebagai kegiatan pengambilan sumber daya, melainkan 

sebagai suatu rangkaian aktivitas yang mencakup tahap perencanaan, 

eksploitasi, pengolahan, hingga pemulihan lingkungan pascatambang. 

Dalam paradigma ini, kewajiban perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup menjadi tanggung jawab yang melekat pada setiap 

pelaku usaha pertambangan sejak tahap awal kegiatan. 

Meskipun kerangka regulasi yang mengatur perlindungan 

lingkungan dalam sektor pertambangan relatif komprehensif, 

implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. 

Ketidakseimbangan antara kepentingan investasi dan perlindungan 

lingkungan, lemahnya pengawasan, serta masih maraknya praktik 

pertambangan yang mengabaikan kaidah lingkungan menunjukkan 

adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas di lapangan. 

Hal ini menegaskan pentingnya kajian kritis mengenai bagaimana 

hukum pertambangan mengatur perlindungan lingkungan hidup serta 

sejauh mana efektivitas pengaturannya dalam menjawab persoalan 

lingkungan yang muncul. 

Oleh karena itu, pembahasan mengenai pertambangan dan 

perlindungan lingkungan hidup menjadi sangat relevan dalam kajian 

hukum pertambangan Indonesia. Kajian ini dimaksudkan untuk 
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Latar Belakang Sengketa Pertambangan 

Pertambangan merupakan bidang sumber daya alam yang sangat 

penting dalam kemajuan suatu negara. Hasil yang dihasilkan, baik itu 

mineral ataupun batubara, diatur oleh perusahaan-perusahaan yang 

mempunyai lisensi atau perjanjian, demi keuntungan bagi perusahaan 

tersebut. Sementara itu, negara tempat sumber daya tersebut berada 

berusaha untuk memaksimalkan keuntungan demi kesejahteraan 

rakyatnya. Ketegangan antara kepentingan ini seringkali 

menyebabkan konflik antara perusahaan dan negara yang hosting. 

Selain itu, terdapat juga pertikaian di antara perusahaan-perusahaan 

pertambangan itu sendiri, konflik dengan masyarakat lokal di sekitar 

area tambang, serta perselisihan antara lembaga pemerintah terkait 

pengelolaan tambang (Redi, 2022).  

Dalam konteks yang lebih besar, yaitu di tingkat dunia. Konflik di 

bidang pertambangan tidak hanya dipandang sebagai pertentangan 

kepentingan antara berbagai pihak, tetapi juga dapat dipahami 

sebagai pertempuran politik dan ideologi yang melibatkan semua 

pihak. Perbedaan pandangan ideologis antara negara tuan rumah dan 

negara asal perusahaan yang beroperasi di sektor pertambangan akan 

memengaruhi dinamika hubungan bisnis di bidang ini. Negara dengan 

ideologi yang tidak kuat akan mudah dipengaruhi, dan meskipun 

beberapa negara di dunia ketiga terlihat memiliki ideologi yang kuat, 

ketidakstabilan dalam ekonomi mereka membuatnya gampang untuk 

dikuasai oleh negara-negara tempat perusahaan tambang berasal 

yang memanfaatkan sumber daya mineral dan batu bara (Redi, 2022). 

Sengketa adalah sesuatu yang secara alami muncul dalam 

interaksi kehidupan manusia. Hubungan antar individu dengan segala 

bentuk subjek hukum yang ada memiliki kemungkinan untuk 

menimbulkan sengketa. Manusia berfungsi sebagai subjek hukum 

yang sifatnya alami serta juga sebagai subjek hukum formal. Dalam 

kerangka perdebatan yang melibatkan berbagai pihak dalam 

pelaksanaan aktivitas penambangan mineral dan batu bara, dapat 

dianalisis dalam skema kebijakan ideologis yang akan dijelaskan 

sebagai berikut (Patarai, 2020):  
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Gambar 16.1: Skema Kebijakan Ideologis 

Sumber: Diadaptasi oleh Riant Nugroho (2007) 

 

Sesuai dengan gambar di atas, dalam menilai kebijakan terkait 

pertambangan, perdebatan antara kepentingan ideologis akan 

mempengaruhi kebijakan suatu negara. Kontroversi antara 

kepentingan luar negeri dan dalam negeri dalam pengelolaan sumber 

daya mineral dan batu bara, seperti yang terjadi di Indonesia, akan 

menempatkan ideologi kapitalisme atau liberalisme bersinggungan 

dengan sosialisme serta konsep negara kesejahteraan yang dijalankan 

oleh Indonesia. 

Keterlibatan ini dapat terlihat dengan jelas dalam isi Pasal 33 ayat 

1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 yang 

menyatakan bahwa “Negara menguasai bumi, air, dan sumber daya 

alam yang ada di dalamnya dan memanfaatkannya untuk 

kesejahteraan rakyat secara maksimal.” Ungkapan “penguasaan oleh 

negara” dan “untuk kesejahteraan rakyat yang maksimal” berfungsi 

sebagai tanda sosialis untuk Indonesia dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan tambang mineral serta batu bara. Hal ini semakin 

terlihat jelas ketika dikaitkan dengan sila kelima Pancasila yang 

menyatakan Keadilan Sosial untuk Semua Rakyat Indonesia. Itu 

berarti bahwa kekayaan alam di Indonesia harus membawa keadilan 

sosial bagi semua warga negara. Melalui analisis pada kuadran dan 

mengacu pada sila lima serta pasal 33 UUD 1945, kebijakan mengenai 

penguasaan dan penggunaan tambang mineral dan batu bara 

seharusnya sejalan dan berpegang pada pandangan nasional 
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Landasan Filosofis  

Pertambangan mineral dan batubara (selanjutnya disebut minerba) 

merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat 

sebagaimana pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) (Nabilla Desyalika 

Putri & Dian Agung Wicaksono, 2016). Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 

juga bertalian dengan Pasal 33 ayat (4) yang berbunyi, "Perekonomian 

nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan 

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, 

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. " Maka 

dalam hal ini, pertambangan minerba juga dikelola untuk mencapai 

tujuan bernegara, salah satunya adalah memajukan kesejahteraan 

umum yang juga harus berdasarkan prinsip berwawasan lingkungan 

(Nabilla Desyalika Putri & Dian Agung Wicaksono, 2016). 

Gagasan ini dapat ditelisik pada Naskah Komprehensif Buku VII, 

di mana pada aspek Perekonomian Nasional, Hafiz Zawawi 

mengatakan bahwa: 

"...Perusahaan tambang yang besar dan yang serupa dengan itu 

dijalankan sebagai usaha negara sebab ia dikerjakan oleh orang 

banyak dan cara mengusahakannya mempunyai akibat terhadap 

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dan tanahnya serta isinya, 

negara yang punya. Tetapi cara menjalankan eksploitasi itu bisa 

diserahkan kepada badan yang bertanggung jawab kepada 

pemerintah menurut aturan yang ditetapkan." (Sekretariat Jenderal 

dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010) 

Pendapat ini turut dikuatkan oleh Ali Hardi Kiaidemak yang 

mengisyaratkan bahwa pengelolaan sumber daya alam besar 

kaitannya dengan mengacu pada tujuan bernegara, yakni untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Lebih lanjut, Ali Hardi mengatakan bahwa: 

"...Demikian juga pengembangan daripada istilah dikuasai oleh 

negara. Akhirnya karena kepentingan kekuasaan pada saat itu, maka 

dikuasai negara diartikan bukan dalam arti fisik tetapi bisa dalam arti 
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pengawasan, sehingga kita melihat bagaimana pertambangan dan 

bagaimana usaha-usaha besar yang menguasai hidup orang banyak 

lalu diserahkan kepada pengusaha-pengusaha swasta yang dikuasai 

perorangan. Pertambangan, misalnya, pertambangan besar bukan 

saja BUMN seperti Aneka Tambang, tetapi juga lebih dikuasai oleh 

pengusaha-pengusaha swasta yang besar, dan bahkan koperasi dan 

usaha kecil hanya yang diberikan seperti pertambangan skala kecil, 

dan itu baru diberi kesempatan kepada koperasi. Ini pengalaman-

pengalaman yang perlu kita cermati sehingga tidak terulang kembali 

ketika kita memasuki era reformasi di dalam perubahan Undang-

Undang Dasar ini. "(Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah 

Konstitusi, 2010). 

Negara kesejahteraan tetap menjadi salah satu pilar institusional 

terpenting di Indonesia. Kondisi kesejahteraan dijelaskan sebagai 

situasi di mana kebutuhan material dan non-material terpenuhi. 

Negara kesejahteraan erat kaitannya dengan kebijakan sosial, yang di 

banyak negara mencakup strategi dan upaya pemerintah untuk 

meningkatkan kesejahteraan warganya. Negara kesejahteraan adalah 

intervensi pemerintah melalui kebijakan publik yang bertujuan untuk 

menciptakan masyarakat yang sejahtera (Hidayah et al., 2023). Salah 

satu upaya dalam hal mencapai kesejahteraan adalah melalui 

pengelolaan sumber daya alam yang masih dalam konteks hak 

menguasai negara. Berkaitan dengan hak menguasai negara, 

Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan, yakni No. 001-021-

022/PUU-I/2003, No. 3/PUU-VIII/2010, No. 35/PUU-X/2012, dan No. 

50/PUU-X/2012, bahwa lingkup hak menguasai negara dipertegas 

menjadi 5 (lima), yakni menetapkan atau menentukan kebijakan, 

mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi (Nurhasan Ismail, 

2024). 

Istilah “dikuasai oleh negara” sudah tepat menggunakan kata 

“negara,” bukan “pemerintah.” Penggunaan kata “negara” menunjuk 

pada suatu organisasi yang memiliki kedaulatan, yakni kewenangan 

untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam wilayahnya sendiri 

maupun dalam hubungan dengan pihak luar (Hayati, 2019). Oleh 

karena itu, bahan galian sebagai kekayaan yang terdapat di dalam 

bumi berada di bawah penguasaan negara. Pengertian dikuasai oleh 



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tambang 

 

307 Nabilla Desyalika Putri 

Daftar Pustaka 

Aditya Putra Perdana. (2022, September 12). Industri Ekstraktif 

Dituntut Lebih Patuh dan Transparan. 

https://www.kompas.id/artikel/industri-ekstraktif-dituntut-

lebih-patuh-serta-transparan? Open_from=Search_Result_Page. 

Adrai, R., & Perkasa, D. H. (2024). PENERAPAN ETIKA BISNIS DAN 

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DALAM 

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT. Jurnal 

Manajemen Dan Bisnis Madani, 6(2), 68–85. 

https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950 

Gerhan Muhammad Rizky, Violen Ester Stefana, & Ekklesia Nauly. 

(2025, January 8). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 

Perusahaan: Implementasi dan Strategi Efektif. 

https://www.hukumonline. Com/Berita/a/Tanggung-Jawab-

Sosial-Dan-Lingkungan-Perusahaan--Implementasi-Dan-Strategi-

Efektif-Lt677d66f783639/. 

Hamann, R. (2003). Mining companies’ role in sustainable 

development: The “why” and “how” of corporate social 

responsibility from a business perspective. Development Southern 

Africa, 20(2), 237–254. 

https://doi.org/10.1080/03768350302957 

Hayati, T. (2019). HAK PENGUASAAN NEGARA TERHADAP SUMBER 

DAYA ALAM DAN IMPLIKASINYA TERHADAP BENTUK 

PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN. Jurnal Hukum & Pembangunan, 

49(3), 768. https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2199 

Hidayah, K., Mahphoth, M. H., Bachri, S., & Ramadhita. (2023). Welfare 

state-based agricultural policies in Malaysia. Cogent Social Sciences, 

9(1). https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2241261 

Kementerian ESDM. (2026). Peta Pertambangan Mineral dan 

Batubara. https://Geoportal. Esdm.Go. Id/Minerba/. 

Muhammad, S., Arifin, S., Syam, R., Tamma, S., Hans, A., Hanami, Z. A., 

Aprianto, & Putra, B. A. (2024). Corporate social responsibility 

programs in mining areas: insights from stakeholder groups in 

Indonesia. Cogent Social Sciences, 10(1). 



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tambang 

 

308 Nabilla Desyalika Putri 

https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2357675 

Nabilla Desyalika Putri & Dian Agung Wicaksono. (2016). Implikasi 

Legislasi Pengambilalihan Kewenangan di Bidang Pertambangan 

Mineral dan Batubara oleh Pemerintah Pusat. Jurnal Legislasi 

Indonesia, 13(1), 19-32. 

Nasir, M., Bakker, L., & van Meijl, T. (2023). Environmental 

Management of Coal Mining Areas in Indonesia: The Complexity of 

Supervision. Society & Natural Resources, 36(5), 534–553. 

https://doi.org/10.1080/08941920.2023.2180818 

Nurhasan Ismail. (2024). Hukum Pengurusan dan Pendaftaran Hak 

Atas Tanah Teori dan Praktik. Setara Press. 

Ouida Chichester, Elisa Pinto de Magalhães, & Margot Thompson-

Wells. (2025, August 26). Mining and the Just Transition: Putting 

People at the Center of the Energy Transition. 

https://www.bsr.org/en/blog/mining-and-the-just-transition-

putting-people-at-the-center-of-the-energy-transition. 

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. (2010). 

Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (Buku VII: Keuangan, Perekonomian 

Nasional, dan Kesejahteraan Sosial). 

Sutaryo Sigit. (2004). Sepenggal Sejarah Perkembangan 

Pertambangan Indonesia. Penerbit Yayasan Minergy Informasi 

Indonesia. 

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia & Auriga Nusantara. (2022). 

Indonesia Tanah Air Siapa: Kuasa Korporasi di Bumi Pertiwi. 

Zhao, Z.-Y., Zhao, X.-J., Davidson, K., & Zuo, J. (2012). A corporate social 

responsibility indicator system for construction enterprises. 

Journal of Cleaner Production, 29–30, 277–289. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2011.12.036 

 

 

 



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Tambang 

 

309 Nabilla Desyalika Putri 

PROFIL PENULIS  

Nabilla Desyalika Putri, S.H., M.H. 
Penulis memiliki kepakaran pada bidang 

hukum sumber daya alam (pertambangan 

mineral dan batu bara serta kehutanan), 

hukum lingkungan, dan hukum adat. 

Keilmuannya diperoleh melalui gelar 

sarjana dari Fakultas Hukum Universitas 

Brawijaya dan gelar magister dari Fakultas 

Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini, 

penulis aktif sebagai dosen dan peneliti di 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya.  

Kendati baru resmi menjadi dosen pada tahun 2024, penulis telah 

aktif dalam bidang kepenulisan populer melalui blog dan media daring 

serta menjadi freelance researcher di PKEPK FEB Universitas 

Brawijaya. Penulis juga kerap terpilih sebagai presenter pada 

berbagai konferensi internasional, seperti yang diselenggarakan oleh 

Asian Law and Society Association (ALSA) di FH UGM Yogyakarta 

(2025), Iclave di FH Universitas Indonesia (2025), dan di Macquarie 

University, Sydney, Australia (2026). Selain meneliti, penulis juga aktif 

diundang sebagai pembicara di bidang hukum dan kepenulisan. Saat 

ini, penulis juga menjadi researcher pada Pusat Kajian dan Advokasi 

Hukum Sumber Daya Agraria dan Hukum Adat (Pusaka Adat) Fakultas 

Hukum Universitas Negeri Surabaya. Karya dan LinkedIn penulis 

dapat diakses pada linktr.ee/nabilladp. Penulis dapat dihubungi 

melalui e-mail nabillaputri@unesa.ac.id  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nabillaputri@unesa.ac.id


Hukum Pertambangan dan Kebijakan Energi Nasional yang Berkelanjutan 

 

310 Sofwan Rizko Ramadoni 

 

 

 

 

 

 
 

BAB 18 

HUKUM PERTAMBANGAN 

DAN KEBIJAKAN ENERGI 

NASIONAL YANG 

BERKELANJUTAN 
 

 

 

 

Sofwan Rizko Ramadoni, S.H., M.H. 

Universitas Mulawarman 
 

 

 

 



Hukum Pertambangan dan Kebijakan Energi Nasional yang Berkelanjutan 

 

311 Sofwan Rizko Ramadoni 

Pendahuluan  

Transformasi tata kelola pertambangan di era digital menuntut lebih 

dari sekadar transparansi data dan akuntabilitas publik sebagaimana 

telah diuraikan pada bab sebelumnya. Transparansi data sebagai 

sebuah instrumen hanya akan bermakna apabila diletakkan di atas 

fondasi kebijakan yang kokoh dan bervisi jangka panjang. Dalam 

konteks pertambangan mineral dan batubara (minerba) di Indonesia, 

visi tersebut bermuara pada satu titik krusial: ketahanan energi 

nasional. 

Secara konstitusional, Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah 

memberikan mandat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Frasa "kemakmuran 

rakyat" dalam spektrum hukum modern tidak lagi dimaknai secara 

sempit sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) atau royalti 

semata, melainkan juga mencakup jaminan ketersediaan energi bagi 

generasi mendatang (intergenerational equity). Namun, dalam das 

sein, sektor pertambangan seringkali berjalan dalam logika ekonomi 

ekstraktif yang terpisah dari desain besar kemandirian energi. 

Isu hukum yang mengemuka kemudian adalah adanya 

ketegangan normatif antara rezim hukum pertambangan yang 

berorientasi pada eksploitasi komoditas dengan rezim hukum energi 

yang berorientasi pada keberlanjutan. Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2025 (selanjutnya disebut UU Minerba) dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) 

merupakan dua instrumen hukum yang seharusnya berjalan secara in 

pari materia. Namun, fakta bahwa batu bara masih mendominasi 

ekspor dibandingkan pemenuhan kebutuhan energi domestik 

menunjukkan adanya gap antara law in the books dan law in action. 

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi regulasi di 

sektor hulu (pertambangan) dengan target kebijakan di sektor hilir 

(energi). Fokus analisis ditekankan pada bagaimana hukum 
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pertambangan dapat direkonstruksi posisinya agar tidak sekadar 

menjadi instrumen fiskal, melainkan menjadi pilar utama dalam 

mendukung Kebijakan Energi Nasional yang berkelanjutan. 

 

Kerangka Normatif Kebijakan Energi Nasional dalam Tata 

Kelola Pertambangan  

Untuk memahami kedudukan hukum pertambangan dalam arsitektur 

energi nasional, perlu dilakukan bedah regulasi terhadap hierarki 

norma yang berlaku. Landasan yuridis utama pengelolaan energi di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 

tentang Energi (UU Energi). Undang-undang ini memperkenalkan 

perubahan paradigma yang fundamental: pergeseran filosofi sumber 

daya alam dari "komoditas ekspor" menjadi "modal pembangunan 

nasional" (energi sebagai modal). 

Pergeseran paradigma ini kemudian dipertegas secara 

operasional melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN). Sebagai beleid tertinggi di 

sektor energi, KEN menetapkan target bauran energi primer yang 

ambisius dan mewajibkan pengelolaan energi yang berlandaskan 

pada asas ketersediaan, efisiensi, dan kelestarian lingkungan. Dalam 

perspektif hukum administrasi negara, KEN bukan sekadar dokumen 

perencanaan, melainkan norma hukum yang mengikat (binding) bagi 

seluruh sektor terkait, termasuk sektor pertambangan. 

Namun, tantangan muncul ketika norma tersebut dibenturkan 

dengan UU Minerba. Sebelum revisi melalui UU Nomor 2 Tahun 2025, 

UU Minerba cenderung menitikberatkan pada percepatan produksi 

untuk mengejar target penerimaan negara. Pasca-revisi, Pasal 5 ayat 

(1) UU Minerba menegaskan bahwa pengelolaan minerba 

dilaksanakan berdasarkan kebijakan nasional, yang secara implisit 

mencakup KEN. Meski demikian, secara tekstual, sinkronisasi antara 

Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang 

dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) seringkali belum 

terintegrasi secara rigid dalam pasal-pasal teknis. 

Konsekuensi hukum dari ketidaksinkronan ini adalah potensi 

"over-eksploitasi" sumber daya energi fosil (khususnya batubara) 
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Hilirisasi Tambang 

Melansir dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PANRB), hilirisasi adalah suatu proses 

transformasi ekonomi berkelanjutan. Proses ini menitikberatkan pada 

kebijakan industrialisasi berbasis komoditas bernilai tambah tinggi 

dengan tujuan struktur ekonomi yang lebih kompleks (Kompas.id, 

n.d.). Pada pengertian lain, hilirisasi atau downstreaming dapat 

diartikan sebagai proses pengolahan produk dari bahan mentah 

menjadi produk yang memiliki nilai tambah serta lebih siap dijual 

kepada konsumen akhir (Alfredo Rynaldi et al., 2024). Penerapan 

hilirisasi diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah yang 

berkontribusi pada naiknya pendapatan ekspor, sehingga berpotensi 

memperkecil ketimpangan ekonomi dan memperbaiki kesejahteraan 

masyarakat. Kendati demikian, perlu kajian lebih lanjut apakah 

memang hilirisasi berdampak pada peningkatan perekonomian 

nasional hingga perbaikan kesejahteraan masyarakat, terutama 

masyarakat di sekitar tambang. 

Pengaturan mengenai hilirisasi pertama kali dapat ditelusuri 

pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Hal ini terlihat pada Pasal 102 regulasi a quo yang 

menyatakan bahwa, "Pemegang IUP dan IUPK wajib meningkatkan 

nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara dalam 

pelaksanaan penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta 

pemanfaatan mineral dan batubara." Kemudian, pada penjelasan 

terdapat pemahaman bahwa, "Nilai tambah dalam ketentuan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan produk akhir dari usaha 

pertambangan atau pemanfaatan terhadap mineral ikutan." 

Pengaturan lebih lanjut mengenai nilai tambah sumber daya mineral 

dan batubara (minerba) diatur pada PP No. 23 Tahun 2010, yang 

diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kelima atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara. Hilirisasi mineral diharapkan tidak sebatas menghasilkan 

logam, melainkan berlanjut pada proses pengolahan di sektor hilir 

guna meningkatkan nilai tambah (Raden Sukhyar, 2024). 
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Adanya perubahan pada UU No. 4 Tahun 2009 menjadi UU No. 3 

Tahun 2020, kemudian diperbarui pada UU No. 6 Tahun 2023 dan 

terakhir pada UU No. 2 Tahun 2025, turut membawa perubahan pada 

pengaturan mengenai hilirisasi minerba. Regulasi a quo turut 

melahirkan aturan turunan baru, seperti PP No. 96 Tahun 2021 

tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan 

Batubara yang diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 39 Tahun 

2025. Terdapat dinamika pengaturan mengenai hilirisasi apabila 

membandingkan pada periode sebelum dan setelah Cipta Kerja. 

Perbedaan tersebut dapat terlihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 19.1: Perbedaan Pengaturan Hilirisasi Sebelum dan 

Sesudah Cipta Kerja 

No. Aspek Sebelum Cipta Kerja Setelah Cipta Kerja 
1. Kewajiban 

Peningkatan 
Nilai 
Tambah, 
Pengolahan, 
dan 
Pemurnian 

Pada PP No. 23 Tahun 
2010, terdapat ketentuan 
bahwa: 
"Pemegang IUP Operasi 
Produksi dan IUPK 
Operasi Produksi 
mineral dan batubara 
wajib melakukan 
pengolahan dan 
pemurnian untuk 
meningkatkan nilai 
tambah, baik secara 
langsung maupun 
melalui kerja sama 
dengan perusahaan, 
pemegang IUP, dan IUPK 
lainnya." 

Pada PP No. 96 Tahun 
2021 menyatakan 
bahwa: 
"Pemegang IUP dan 
IUPK tahap kegiatan 
Operasi Produksi untuk 
komoditas mineral 
wajib melakukan 
pengolahan dan/atau 
pemurnian untuk 
meningkatkan nilai 
tambah mineral hasil 
penambangan di dalam 
negeri" 
 
Kemudian dalam 
pelaksanaannya, hal ini 
dapat dikerjasamakan 
sebagaimana Pasal 167 
ayat (2) yang berbunyi, 
"Pemegang IUP dan 
IUPK sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
dalam melakukan 
Pengolahan dan/atau 
Pemurnian dapat 
dilakukan secara 
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Gambaran Umum Kekayaan Sumber Daya Alam Indonesia 
Indonesia diakui secara global sebagai "supermarket" mineral karena 

letak geologisnya yang berada di pertemuan lempeng tektonik aktif. 

Indonesia adalah pemegang cadangan nikel terbesar di dunia (sekitar 

21-25% cadangan global). Berdasarkan data dari US Geological Survey 

dan Kementerian ESDM, cadangan nikel kita mencapai 21 juta metrik 

ton, menjadikannya jantung bagi rantai pasok baterai kendaraan 

listrik dunia. Indonesia memiliki sumber daya batu bara mencapai 143 

miliar ton dengan cadangan 38,8 miliar ton. Indonesia tetap menjadi 

salah satu eksportir batu bara termal terbesar untuk kebutuhan 

energi Asia. Dan melalui tambang seperti Grasberg (Papua) dan Batu 

Hijau (NTB), Indonesia memiliki cadangan tembaga yang sangat 

signifikan untuk mendukung infrastruktur energi terbarukan. 

Menempati urutan ke-2 dunia sebagai produsen timah terbesar, yang 

sangat krusial untuk industri elektronik global (Sabir, A & Phil, M. 

2016). 

1. Mandat Konstitusional Hak Menguasai Negara (HMN) 

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa "Bumi dan air dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara 

dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." 

Secara doktrinal, ini memberikan mandat kepada negara untuk 

bertindak sebagai wali (trustee) atas sumber daya alam. Namun, 

dalam praktiknya, interpretasi "dikuasai negara" sering kali 

direduksi menjadi sekadar kewenangan administratif untuk 

menerbitkan izin tambang. Hal ini menciptakan pergeseran makna 

dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan birokrasi, di mana 

eksploitasi dianggap sebagai satu-satunya jalan menuju 

kemakmuran (Suparmako, M. 2014). 

Tantangan utama dalam pembaruan hukum ini adalah 

mendefinisikan ulang istilah "kemakmuran." Selama ini, indikator 

kemakmuran bersifat kuantitatif (penerimaan negara bukan 

pajak/PNBP, investasi, dan GDP). Namun, eksploitasi yang masif 

tanpa kontrol ekologis yang ketat menimbulkan biaya tersembunyi 

(hidden cost) berupa: 

a. Kerusakan jasa ekosistem, yaitu hilangnya fungsi hutan sebagai 

penyerap karbon dan penyimpan cadangan air. 
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b. Beban Ekonomi Jangka Panjang, yaitu biaya pemulihan 

lingkungan dan dampak kesehatan masyarakat yang seringkali 

lebih besar daripada royalti yang diterima negara (Pradibtyo 

2019). 

 

Sektor pertambangan secara inheren bersifat high risk dan 

extractive. Sehingga tantangan degradasi lingkungan muncul dalam 

beberapa bentuk nyata: (Hasid, H.Z. 2022)  

a. Alih Fungsi Lahan, yaitu eksploitasi yang merambah kawasan 

hutan lindung, mengancam biodiversitas. 

b. Kegagalan reklamasi, yaitu banyaknya lubang tambang yang 

ditinggalkan tanpa rehabilitasi, mencerminkan lemahnya 

penegakan hukum responsif terhadap kewajiban 

pascatambang. 

c. Pencemaran Lintas Media, yaitu limbah tailing yang mencemari 

air dan tanah, merusak hak warga atas lingkungan yang sehat 

(sebagaimana dijamin Pasal 28H UUD 1945).  

 

Untuk mengatasi ketegangan ini, arah pembaruan hukum 

harus mengadopsi konsep Konstitusi Hijau (Green Constitution). 

Artinya, Pasal 33 ayat (3) tidak boleh dibaca secara parsial, 

melainkan harus diintegrasikan dengan prinsip pembangunan 

berkelanjutan pada Pasal 33 ayat (4). Hukum pertambangan yang 

responsif harus mampu memposisikan keberlanjutan lingkungan 

bukan sebagai penghambat investasi, melainkan sebagai prasyarat 

mutlak (conditio sine qua non) bagi sahnya suatu izin 

pertambangan. Regulasi yang berkeadilan berarti tidak hanya adil 

secara ekonomi (pembagian hasil), tetapi juga adil secara ekologis. 

Ini mencakup: (Hadiwiyoso, S. 2023) 

a. Keadilan Intra-generasi yaitu akses masyarakat lokal terhadap 

manfaat ekonomi tambang. 

b. Keadilan Antar-generasi yaitu menjamin bahwa eksploitasi hari 

ini tidak meninggalkan beban lingkungan bagi generasi 

mendatang. 
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